



1.1 Latar Belakang Masalah 
Etnis minoritas Rohingya sejak puluhan tahun mendapatkan tindakan 
kekerasan di Myanmar. Mereka hidup dengan hak yang sangat dibatasi, termasuk 
kebebasan bergerak, pernikahan, dan bekerja. Terlepas dari kehadiran Rohingya di 
negara Myanmar selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar menolak untuk 
mengakui mereka sebagai warga negara. Undang-undang Kewarganegaraan tahun 
1982 gagal mencantumkan Rohingya diantara 135 kelompok etnis yang diakui 
kewarganegaraannya dan pemerintah menganggap Rohingya adalah migran ilegal 
dari Bangladesh. Tidak adanya kewarganegaraan menjadikan Rohingya sebagai salah 
satu populasi terbesar tanpa kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan 
membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitas, penahanan dan pelecehan.1 
Lebih dari satu juta etnis Rohingya tinggal di Myanmar dan satu juta lagi 
diperkirakan tinggal di negara lain. Sejak tahun 2012 situasi dan kondisi etnis 
Rohingya di Myanmar semakin memburuk, dengan 120.000 pengungsi pada tahun 
2012 masih tinggal di kamp pengungsian kumuh di Myanmar dan 168.000 lainnya 
diperkirakan telah melarikan diri melalui jalur laut menuju ke Malaysia, Thailand, 
Indonesia. Etnis Rohingya melakukan perjalanan laut yang beresiko dan selama 
1 Rohingya safe but not secure in Bangladesh  




perjalanan tak jarang mereka meninggal dunia karena kelaparan, kehausan atau 
bahkan tenggelam. 2 
Indonesia menjadi negara yang disinggahi oleh etnis Rohingya untuk mereka 
mendapatkan tempat perlindungan. Secara geografis letak Indonesia strategis sebagai 
negara transit bagi para pengungsi lintas batas negara. Hal tersebut terjadi karena 
Indonesia memiliki pelabuhan kapal laut serta berbatasan dengan negara lain, 
terutama perbatasan provinsi Kalimantan Barat dengan Sabah Malaysia, Australia di 
bagian selatan, juga bagian Timur dengan Timor Leste. Terdapat 79 pintu perbatasan 
legal yang terdapat di Indonesia diluar jalur-jalur tikus dan dikenal dua rute yaitu 
jalur barat dan jalur timur. Jalur Barat melalui Medan, Jambi, Batam dan Lampung. 
Rute jalur timur melalui Bau-Bau Sulewasi Tenggara.3  
Konflik Rohingya yang bermula dari konflik dalam negeri Myanmar, yang 
akhirnya menjadi isu regional ketika etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan 
singgah di negara lain. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya menjadi tanggung 
jawab bersama, tidak hanya negara-negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi 
rohingya, namun juga organisasi internasional dan dunia internasional ikut merespon 
dan mengecam terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh Rohingya. 
Peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi etnis 
Rohingya tidak hanya bersedia menerima pengungsi etnis Rohingya tinggal di 
berbagai wilayah di Indonesia, namun pemerintah dan masyarakat Indonesia juga 
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memberikan bantuan secara materil kepada pengungsi rohingya dan bantuan secara 
moril yakni dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah Myanmar dengan 
tujuan agar segera menyelesaikan masalah internal negaranya.  
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana peran Indonesia dalam menangani masalah pengungsi etnis 
Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Menjelaskan peran Indonesia dalam menangani masalah pengungsi etnis 
Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Secara Akademis 
Menambah pengetahuan dan wawasan dalam Ilmu Hubungan Internasional, 
terutama tentang peran Indonesia dalam menangani masalah pengungsi etnis 
Rohingya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
1.4.2  Secara Praktis 
Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada peran 
Indonesia menangani masalah etnis Rohingya.  
1.5 Penelitian Terdahulu 
Jurnal NI Made Maha Putri Paramitha yang berjudul “Peranan UNHCR 
Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia”. Penelitian 
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memfokuskan pada peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di 
Aceh sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara 
lain; peran UNHCR dalam bidang screening in dan screening out, dimana pengungsi 
tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya sebagai pengungsi atau 
tidak. Peran UNHCR dengan turun langsung ke lapangan dalam pengadaan 
sosialisasi pada saat mendata pengungsi, terkait keberadaan pengungsi rohingya di 
Aceh, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan 
dalam penerimaan para pengungsi tersebut. Adanya peran UNHCR dalam 
kewajibannya secara berskala untuk memberi informasi mengenai data statistik 
pengungsi bulanan sebagai wujud transparasi UNHCR di Indonesia. Hal ini terbukti 
dengan adanya data statistik jumlah pengungsi yang diterima oleh Kementerian Luar 
Negeri yang di input oleh UNHCR.4 Menggunakan metode deskriptif.  
Skripsi Bayu Azhari Ramadhani yang berjudul” Peran OHCHR dalam 
menangani kasus HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar tahun 
2012”. Penelitian memfokuskan peran OHCHR tidak hanya membantu dalam 
penyelesaian konflik etnis Rohingya, tetapi OHCHR memberikan bimbingan, 
pelatihan dan pengarahan akan pentingnya hak asasi manusia warga negaranya. peran 
yang dilakukannya antara lain melakukan penyelidikan khusus dan independen 
terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah 
Myanmar. Terbatasnya akses untuk menjangkau wilayah konflik dan tarik ulur proses 
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perizinan dari pemerintah Myanmar adalah hambatan OHCHR dalam bertugas, 
namun setelah semua proses terjadi dan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya 
OHCHR mendapat respon positif dari pemerintah Myanmar.5 Metode yang 
digunakan penulis adalah kualitatif dan eksplanatif dan menggunakan konsep 
genosida, teori organisasi internasional dan konsep Hak Asasi Manusia 
Skripsi oleh Dwi Aridya Nurfadillah yang berjudul “Peran ASEAN dalam 
Penanganan Pengungsi Rohingya di Myanmar”. Penelitian memfokuskan pada 
peran ASEAN dalam peningkatan kerjasama keamanan dalam menanggulangi isu-isu 
keamanan non tradisional yang terjadi di Myanmar yakni melindungi hak-hak asasi 
manusia untuk mendapatkan kesamaan dan memperoleh informasi, tata pemerintahan 
yang baik dan lain-lain. Dwi Aridya menyebutkan tentang ancaman regional menurut 
Hettne dan Sndyer dimana salah satunya adalah Interstate atau Intrastate Conflict 
yakni ancaman regional yang berupa konflik internal dalam suatu negara tertentu di 
dalam kawasan tersebut. Meskipun demikian, konflik tersebut memiliki potensi untuk 
mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang memiliki hubungan tidak langsung 
dengan konflik..6 Metode yang digunakan adalah deskriptif dan landasan konsepnya 
ialah regionalisme, didalamnya terdapat comprehensive security.  
Jurnal artikel Novandre Satria & Achmad Jamaan yang berjudul “Islam dan 
Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam konflik di Rakhine.” 
                                                          
5Bayu Azhari Ramadhani yang berjudul” Peran OHCHR dalam menangani kasus HAM yang terjadi 
pada etnis Rohingya di Myanmar tahun 2012.”http://repository.uinjkt.ac.id Diakses 24/09/2017 
6Dwi Aridya Nurfadillah.2011.Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di 
Myanmar.Skripsi Jurusan Hubungan Internasional,Universitas Muhammdiyah Malang.  
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Jurnal membahas tentang agama memiliki pengaruh dalam politik luar negeri 
Indonesia di isu-isu tertentu; isu-isu eksternal yang berhubungan dengan islam, 
terutama yang mendeskreditkan, baik nilai maupun entitas yang berafiliasi 
dengannya. Terkait isu Rohingya masyarakat cenderung menjadi reaktif yang 
berujung pada desakan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap. Sesuai 
dengan identitas Indonesia sebagai negara mayoritas muslim disandangnya yang 
berisi tentang peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Disebutkan 
pula bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit dan 
diplomasi untuk membantu pemerintah Myanmar melewati konflik tersebut baik di 
tingkat bilateral, regional dan multirateral.7 Metode yang digunakan penulis adalah 
deskriptif dan pendekatan konsep identitas. 
Skripsi Dwi Roifah Sofi yang berjudul“Peran Indonesia Dalam Menangani 
Masalah Pengungsi Etnis Rohingya di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Joko 
Widodo” membahas Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim 
menjadi tempat tinggal untuk pengungsi etnis Rohingya. Indonesia berperan dalam 
menangani masalah pengungsi etnis rohingya sesuai dengan peranannya sebagai 
mediator, inisiator, fasilitator dan rekonsiliator. Metode yang digunakan penulis yaitu 
metode eksplanatif dan pendekatan teori peran, dan human security. 
                                                          
7Jurnal artikel Novandre Satria & Achmad Jamaan yang berjudul “Islam dan Kebijakan Luar Negeri 
Indonesia: Peran indonesia dalam konflikRakhine. 
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1654/Jurnal.pdf?sequence=1. Diakses 
pada tanggal 22/09/2017 
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Penelitian penulis dengan judul peran Indonesia dalam menangani masalah 
pengungsi etnis Rohingya pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Penelitian 
ini lebih menitiberatkan bagaimana peran Indonesia dalam menangani masalah 
pengungsi etnis Rohingya dan tindakan apa saja yang dilakukan Indonesia untuk 
membantu pengungsi rohingya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian 
sebelumnya meliputi, topik yang dibahas sama-sama tentang etnis Rohingya, namun 
dalam penelitian ini lebih menitiberatkan peran Indonesia sebagai negara yang 
disinggahi pengungsi etnis Rohingya dan Indonesia ikut berperan dalam menanggani 
masalah pengungsi tersebut. Metode penelitian menggunakan eksplanatif dan 
menggunakan teori peran dan konsep human security. 
Tabel 1.1 
Peneltian Terdahulu 





Pengungsi Rohingya Di 
Aceh Indonesia. Jurnal 




peran UNHCR dalam bidang 
screening in dan screening 
out, dimana pengungsi 
tersebut didata oleh UNHCR 
untuk ditetapkan statusnya 
sebagai pengungsi atau tidak. 
Peran UNHCR dengan turun 
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langsung ke lapangan dalam 
pengadaan sosialisasi pada 
saat mendata pengungsi, 
terkait keberadaan pengungsi 
rohingya di Aceh. peran 
UNHCRdalam kewajibannya 
secara berskala untuk 
memberi informasi mengenai 
data statistik pengungsi 
bulanan sebagai wujud 
transparasi UNHCR di 
Indonesia. 
Peran OHCHR dalam 
menangani kasus HAM 
yang terjadi pada etnis 
Rohingya di Myanmar 
tahun 2012. 
Skripsi Bayu Azhari 
Ramadhani  
 
 Metode kualitatif dan 




konsep Hak Asasi 
Manusia. 
 
peran OHCHR tidak hanya 
membantu dalam 
penyelesaian konflik etnis 
Rohingya, tetapi OHCHR 
memberikan bimbingan, 
pelatihan dan pengarahan 
akan pentingnya hak asasi 
manusia warga negaranya. 
peran yang dilakukannya 
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antara lain melakukan 
penyelidikan khusus dan 
independen terhadap 
permasalahan yang terjadi 
dan melakukan negosiasi 
denganpemerintah Myanmar. 
Terbatasnya akses untuk 
menjangkau wilayah konflik 
dan tarik ulur proses 
perizinan dari pemerintah 
Myanmar adalah hambatan 
OHCHR dalam bertugas, 
namun setelah semua proses 
terjadi dan tekanan dari 
berbagai pihak, akhirnya 
OHCHR mendapat respon 
positif dari pemerintah 
Myanmar. 
Islam dan Kebijakan 
Luar Negeri Indonesia: 
Peran indonesia dalam 
Metode deskriptif dan 
konsep identitas. 
Agama memiliki pengaruh 
dalam politik luar negeri 
Indonesia di isu-isu tertentu; 
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konflik di Rakhine 
 
Jurnal artikel Novandre 
Satria & Achmad Jamaan 
isu-isu eksternal yang 
berhubungan dengan islam, 
terutama yang 
mendeskreditkan, baik nilai 
maupun entitas yang 
berafiliasi dengannya. 
Terkait isu Rohingya 
masyarakat cenderung 
menjadi reaktif yang 
berujung pada desakan 
kepada pemerintah Indonesia 
untuk mengambil sikap. 
Sesuai dengan identitas 
Indonesia sebagai negara 
mayoritas muslim 
disandangnya yang berisi 
tentang peran Indonesia 
dalam menyelesaikan konflik 
Rohingya. Disebutkan pula 
bahwa pemerintah Indonesia 
telah melakukan beberapa 
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langkah konkrit dan 
diplomasi untuk membantu 
pemerintah Myanmar 
melewati konflik tersebut 
baik di tingkat bilateral, 
regional dan multirateral 
“Peran ASEAN dalam 
Penanganan Pengungsi 
Rohingya di Myanmar” 
 
Skripsi Dwi Aridya 
Nurfadillah 






memfokuskan pada peran 
ASEAN dalam peningkatan 
kerjasama keamanan dalam 
menanggulangi isu-isu 
keamanan non tradisional 
yang terjadi di Myanmar 
yakni melindungi hak-hak 
asasi manusia untuk 
mendapatkan kesamaan dan 
memperoleh informasi, tata 
pemerintahan yang baik dan 
lain-lain. Dwi Aridya 
menyebutkan tentang 
ancaman regional menurut 
Hettne dan Sndyer dimana 
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salah satunya adalah 
Interstate atau Intrastate 
Conflict yakni ancaman 
regional yang berupa konflik 
internal dalam suatu negara 
tertentu di dalam kawasan 
tersebut. Meskipun 
demikian, konflik tersebut 
memiliki potensi untuk 
mempengaruhi hubungan 
dengan negara lain yang 
memiliki hubungan tidak 
langsung dengan konflik. 
Peran Indonesia dalam 
Menangani Masalah 
Pengungsi Etnis 






dan teori peran dan  
konsep human 
security 
Indonesia yang mayoritas 
penduduknya beragama 
muslim dapat menjadi 
tempat tinggal untuk 
pengungsi etnis Rohingya. 
Indonesia berperan dalam 
menangani masalah 
pengungsi etnis rohingya 
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sesuai dengan peranannya 
sebagai mediator, inisiator, 
fasilitator dan rekonsiliator.  
1.6 Landasan Teoritis 
 Teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab peran Indonesia dalam 
menangani masalah pengungsi etnis Rohingya pada masa pemerintahan Presiden 
Joko Widodo, penulis menggunakan landasan konsep dan teori sebagai berikut: 
1.6.1 Teori Peran 
Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam 
menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku 
politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan 
dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau 
diduga berperilaku tertentu pula harapan dan dugaan itulah yang membentuk peranan. 
Peranan memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 
berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan dapat diartikan sebagai orientasi 
atau konsepsi dari bagian yang di mainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. 
Dengan peranan tersebut, peran pelaku baik itu individu atau lingkungannya. Dalam 
hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungankan harapan-




Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. 
Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami 
hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau 
pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan 
lingkungan itu lebih luar dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang 
mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Peranan 
nasional merupakan output kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara 
yang terlibat dalam sebuah sistem atau regional affairs. Kita dapat mengartikan 
konsep peranan nasional sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan 
dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fungsi yang tengah berkembang.  
Orientasi, peranan, dan tujuan dibentuk oleh pandangan-pandangan dalam 
pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan, 
dan aspirasi terhadap dunia luar. Tetapi kebijakan juga mempunyai komponen 
tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu negara kepada negara lain dalam 
rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan tertentu atau 
memperjuangkan dan mempertahankan tujuan negara.  Suatu tindakan pada dasarnya 
merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk merubah atau 
mempertahankan perilaku pihak yang dibutuhkan aktor agara tujuannya tercapai.8 
                                                          
8 KJ.Holsti. 1988. Politik Internasional :Suatu Kerangka Analisis (Terjemah Wawan Juanda). 
Bandung: Bina Cipta. Hal 164 
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Konsepsi peranan nasional berkaitan dengan orientasi. Misal, kita dapat 
memprediksi dengan kemungkinan logis, bahwa sebuah pemerintahan yang 
memposisikan dirinya sebagai “mediator” jika menghadapi konflik regional atau 
tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk 
penyelesaian masalah.9 
Dimana peranan nasional dapat membantu menggambarkan tugas suatu 
negara dan memberikan pedoman untuk bertindak ketika negara tersebut sudah 
mengidentifikasi peranan nasionalnya. Dalam bukunya yang diterjemahkan oleh 
Wawan Juanda, Holsti menyatakan bahwa:  
“....Peranan nasional menggambarkan fungsi dan tugas suatu negara dalam 
berbagai konteks internasional yang berbeda. Dengan demikian peranan 
nasional memberikan pedoman untuk bertindak ketika situasi tertentu 
muncul pada lingkungan internasional.”10 
Disini, peranan nasional akan nampak sebagai kebijakan luar negeri suatu negara 
pada saat ia terlibat dalam suatu masalah regional maupun internasional. Peranan 
nasional juga memiliki ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih konkrit. 
Misalnya, ketika suatu negara berperan sebagai mediator integrator, bisa diramalkan 
bahwa negara tersebut bersedia menawarkan penyelesaian masalah dengan 
melakukan beberapa usaha diplomatik jika suatu konflik terjadi.11 
                                                          
9 Ibid .hal 130 
10 Ibid hal 166 
11Ibid. Hal 159 
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 Peranan nasional sendiri sangat berkaitan erat dengan kebutuhan domestik, 
jika masyarakat serta kondisi eksternal negaranya.12 Selain itu, peranana  nasional 
suatu negara dapat diidentifikasi dari tujuan negara tersebut dimana dalam mengatasi 
masalah pengungsi rohingya ini, Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan 
prestisenya sebagai negara yang mampu menangani, mendamaikan dan melakukan 
mediasi dalam konflik negara lain. Untuk itulah penulis menggunakan salah satu dari 
16 jenis konsepsi peranan nasional Holsti yang dapat menggambarkan bahwa peran 
Indonesia dalam mengatasi konflik sebagai mediator sebagai pengertian sebagai 
berikut:  
“sejumlah pemerintahan menganggap negaranya mampu atau bertanggung 
jawab menyelesaikan memikul tanggung jawab khusus untuk melakukan 
mediasi dalam menyelesaikan atau mendamaikan konflik negara lain. 
mereka memandang negaranya sebagai “tukang” dalam menyelesaikan 
masalah regional atau global.”13 
Indonesia melakukan peranan nasional dengan terlibat masalah internal 
Myanmar yang berkembang menjadi masalah regional maupun internasional. 
Indonesia melakukan tindakan yang lebih konkrit dengan bersedia membantu 
menangani masalah pengungsi etnis Rohingya dengan berperan sebagai mediator, 
inisiator, rekonsiliator dan fasilitator. Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan 
                                                          
12Iibid. Hal 165 
13Ibid. Hal 162 baca juga tabel 12-1 KJ Holsti yang menyebutkan tentang 14 jenis penetapan konsepsi 
peranan nasional dan sumber-sumbernya di hal 464 
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prestisenya sebagai negara yang mampu menangani, mendamaikan dan melakukan 
mediasi dalam konflik negara lain.  
Tindakan yang diambil oleh Indonesia ini patut diapresiasi. Indonesia telah 
memainkan perannya dalam menjembatani antara ketidakmampuan untuk mecampuri 
urusan dalam negeri Myanmar dengan kepedulian akan kondisi darurat kemanusiaan 
di tingkat regional. Selain itu tanpa memandang kewarganegaraan pun, dalam 
menangani masalah yang berpotensi menjadi krisis kemanusiaan, ego negara harus 
dikesampingkan. Sehingga solidaritas harus dijalin untuk saling bahu membahu 
menyediakan bantuan bagi para pengungsi etnis rohingya yang membutuhkan.  
1.6.2 Konsep Non Traditional Security 
Globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah politik internasional 
menjadi "Pos International Politics" dimana aktor non negara mulai mengemuka 
sebagai aktor dominan selain aktor negara dengan kapasitas dan kapabilitas yang 
telah melebihi aktor negara. Sebagai konsekuensinya, tata interaksi internasional 
semakin rumit dan kompleks dimana dunia semakin multy centric. Agenda keamanan 
pun meluas meliputi aspek-aspek non militer. Meningkatnya aktivitas manusia seiring 
dengan perkembangan globalisasi dan hubungan yang saling terkait mengakibatkan 
semakin banyak bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia. Untuk itu 
perlu adanya perluasan konsep keamanan itu sendiri yang tidak hanya berbicara pada 
aspek militer dan politik. Konsep keamanan perlu diturunkan ke dalam konteks 
lingkungan, kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politik. Tiap-tiap aspek keamanan 
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tersebut memiliki unit keamanan, nilai, dan karakteristik survival dan ancaman yang 
berbeda-beda.14 
Menurut Buzan, keamanan yang berkaitan dengan masalah kelangsungan 
hidup. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-
prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman 
yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut 
agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk 
menangani masalah tersbut.15 Salah satu pengembangan dari isu keamanan non 
tradisional ini adalah isu human security. 
 Human Security 
Kaum realis menganggap keamanan hanya masalah perlindungan militer 
terhadap kepentingan Negara; dan sejak awal era Westphalian sampai berakhirnya 
Perang Dingin, masalah keamanan dalam politik global terbatas pada ancaman invasi 
atau serangan asing. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan menuntut lebih dari 
perlindungan militer dan konsep keamanan manusia yang dikembangkan terutama 
oleh kalangan liberal, mempertimbangkan ini. Kehidupan dan kesejahteraan manusia 
juga terancam oleh kejahatan, penyakit, perang saudara, kelaparan, kemiskinan, 
pelanggaran hak asasi manusia dapat memicu arus pengungsi besar-besaran. Menurut 
diplomat Kanada Rob McRae ide tentang keamanan manusia “memandang individu 
                                                          
14Hermawan P.Yulius. 2007.Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional.Yogyakarta. Graha 
Ilmu. Hal 103 
15Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal 122 
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sebagai pusat kepeduliannya, kehidupan sebagaimana yang dijalani, sebagai lensa 
untuk memandang lingkungan politik, ekonomi dan sosial. Pada tingkat yang paling 
dasar, keamanan manusia berarti kebebasan dari rasa takut.”16 
Pesan tahunan Franklin D.Roosevelt kepada Kongres 6 Januari 1941 dimana 
dia berbicara mengenai empat kebebasan dasar manusia:17 
1. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat dimana saja di seluruh dunia ini. 
2. Kebebasan setiap orang untuk beribadah dengan caranya sendiri di mana saja 
diseluruh dunia ini. 
3. Kebebasan dari kekurangan, jika diterjemahkan pada tingkat dunia berarti 
pengertian ekonomi yang akan membuat setiap bangsa mempunyai kehidupan 
damai yang sehat bagi penduduknya dimana saja diseluruh dunia ini. 
4. Kebebasan dari rasa takut, jika diterjemahkan pada tingkat dunia, berarti 
pengurangan senjata di seluruh dunia sampai saat pada suatu titik dan cara 
dimana tidak ada bangsa yang berada dalam posisi untuk melakukan tindakan 
agresi fisik terhadap negara tetangga dimana saja di seluruh dunia ini. 
Pasal 55 Piagam PBB menuntut para anggotanya untuk memajukan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat diseluruh dunia. Untuk menciptakan 
stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan bagi hubungan damai dan bersahabat 
diantara bangsa-bangsa atas dasar penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan 
                                                          
16Richard W.Mansbach&Kirsten L.Rafferty. 2012.Pengantar Politik Global. Nusa Media. Bandung. 
Hal 716 
17Ibid Hal 721 
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penentuan nasib sendiri setiap orang, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan 
mempromosikan:18 
1. Standar hidup yang lebih tinggi, lapangan kerja penuh, dan kemajuan dan 
pembangunan ekonomi dan sosial; 
2. Solusi atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan masalah-masalah terkait 
dan kerja sama budaya dan pendidikan internasional; dan  
3. Penghormatan universal dan kepatuhan pada hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa 
atau agama.  
Menurut Konvensi 1951, negara-negara berkewajiban memberikan suaka 
kepada pengungsi, yang didefinisikan sebagai mereka yang berada di luar negara 
kebangsaannya dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya “ketakutan 
yang masuk akal terhadap kemungkinan disiksa karena alasan ras, agama, 
kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik.” 
Menurut prinsip non pemulangan, sebuah negara tidak boleh memulangkan atau 
mengusir seorang pengungsi. Ketika konvensi itu disetujui, ia berlaku terutama untuk 
pengungsi Perang Dunia II dan pengungsi yang lari dari komunisme. Namun dalam 
beberapa dekade terakhir, masalah pengungsi mulai mencakup jutaan orang yang lari 
dari kekerasan di tanah airnya. Instrumen hukum lain yang berkenaan dengan 
pengungsi dan migran termasuk Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan 
Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol tahun 2000 untuk 
                                                          
18Ibid hal 724 
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Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya wanita dan 
anak-anak dan Protokol Tahun 2000 Untuk Melawan Penyelundupan Migran melalui 
darat, laut dan udara. Namun menurut Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi 
Antonio Guterres (1949) pengungsi menjadi korban “keletihan suaka” yang tidak 
diakui hak-haknya oleh negara-negara yang menganggap mereka sebagai imigran 
ekonomi ilegal.19 
Dalam penelitian ini keamanan manusia digunakan untuk menganalisis 
keadaan etnis Rohingya yang merasa bahwa keamanan hidup mereka terancam 
karena perlakuan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya seperti pembatasan 
dalam mencari lapangan pekerjaan, pelanggaran HAM, penyitaan properti, kerja 
paksa, pembunuhan, wanita Rohingya yang sering dijadikan obyek pemerkosaan 
serta aksi pembakaran rumah dan tempat ibadah. Akibat dari kekerasan yang dialami, 
etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar melalui perjalanan laut menggunakan 
perahu “manusia perahu” untuk mendapatkan kebebasan dan perlindungan. Namun 
dalam perjalanannya tak jarang etnis Rohingya yang meninggal karena kelaparan, 
tenggelam dan menjadi korban penyelundupan dan perdagangan manusia. 
1.7 Metodologi Penelitian 
1.7.1 Tipe Penelitian 
Metode penelitian adalah eksplanatif, yang mana penulis memiliki tujuan 
penelitian untuk menguji berbagai hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan 
                                                          
19Ibid Hal 749 
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atau memperkuat hipotesa itu, mencari sebab musabab dari suatu gejala serta 
menentukan sifat dari hubungan antara satu atau lebih gejala atau variabel terikat 
dengan satu atau lebih variabel bebas.  
1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 Batasan Materi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada peran Indonesia dalam 
menangani masalah pengungsi etnis Rohingya pada masa pemerintahan Presiden 
Joko Widodo.  
 Batasan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi rentang waktu tahun 2014-2017. 
1.7.3 Variabel Penelitian dan Level Analisis 
Unit analisa dalam penelitian ini adalah individu & kelompok, dimana 
pengungsi etnis rohingya adalah obyek yang perilakunya akan dianalisa atau disebut 
juga dengan variabel dependen. Unit eksplanasi adalah negara bangsa, dimana peran 
Indonesia yang mempengaruhi perilaku unit analisa atau disebut juga dengan variabel 
independen. Level analisa yang digunakan adalam model Induksionis, dimana tingkat 
unit eksplanasi lebih tinggi dari tingkat unit analisa. 
1.7.4 Metode Pengumpulan Data 
Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), 
dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah 
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dan organisasi internasional terkait, buku-buku teks, majalah, dan jurnal-jurnal yang 
mengenai masalah penelitian yang dilakukan oleh para ahli, serta penggunaan jasa 
internet melalui website yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, sehingga 
mendapatkan data-data tertulis yang dapat didokumentasikan. 
1.8 Argumen Pokok 
Peran Indonesia dalam menangani masalah pengungsi etnis Rohingya ialah sebagai 
inisiator, fasilitator, mediator dan rekonsiliator.  
Sebagai inisiator; Presiden Joko Widodo menugaskan secara langsung kepada 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi secara intensif dan 
bertemu langsung dengan pihak yang terkait dalam upaya menangani konflik di 
Rakhine dan sebagai anggota OKI, pemerintah Indonesia membawa persoalan 
Rohingya pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam yang 
menuai hasil dukungan penuh OKI berperan aktif dalam menyelesaikan konflik 
rohingya tersebut. Pemerintah Indonesia juga membawa permasalahan ini hingga 
tingkat PBB dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) untuk 
masalah pengungsi. 
Sebagai fasilitator;  pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada 
pengungsi etnis Rohingya dengan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan 
dari masyarakat Indonesia kepada pengungsi rohingya baik yang berada di 
Bangladesh maupun yang ada di Myanmar pengiriman bantuan kemanusiaan seperti 
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bahan-bahan makanan, pasokan medis, pakaian, tempat tinggal, layanan sosial, dan 
dukungan kepada etnis Rohingya, termasuk bantuan untuk pembangunan masjid, 
sekolah dan rumah sakit. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi etnis 
Rohingya yang semakin memprihatinkan karena dampak dari sikap diskriminasi 
pemerintah Myanmar yang ditujukan kepada mereka. 
Sebagai Mediator; Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi 
melakukan mediasi untuk kembalinya kondisi keamanan di Rakhine state, Myanmar. 
Retno Marsudi berkomunikasi secara baik dan terbuka hal ini di harapkan dapat 
membangun dasar  interaksi yang bisa  dipahami  bersama  sehingga  tercipta 
kesepahaman agar nantinya konflik rakhine dapat diselesaikan dengan cepat dan 
efektif. Indonesia mendorong pemerintah Myanmar dapat segera memulihkan 
stabilitas keamanan di Rakhine State dan Indonesia juga meminta kepada semua 
pihak untuk melakukan maksimum self restraint dan tidak menggunakan kekerasan 
deangan mengedepankan dialog secara santun.  
Sebagai Rekonsiliator; bentuk rekonsiliasi Indonesia lewat pendidikan dengan 
membangun sekolah di Rakhine yang tujuannya dapat dimanafaatkan oleh siswa 
lintas etnik. Pendidikan dan fasilitas-fasilitas lain yang direncanakan akan dibangun 
pada akhirnya akan dapat merangkul semua kelompok masyarakat. Jika kita lihat 
bantuan dari Indonesia yang di Sittwe dan Rakhine memang situasinya belum 
kondusif dan keinginan masyarakat disana untuk sekolah masih rendah. Namun itu 
adalah salah satu upaya bagaimana melalui pendidikan, pembangunan rumah sakit 
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dan pasar di sanalah bisa berkumpul semua komunitas karena mereka secara umum 
membutuhkannya.  
1.9 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab:  
BAB I : PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan  
1.4 Manfaat Penelitian  
1.5 Penelitian Terdahulu 
1.6 Landasan Konsep dan Teori 
1.6.1 Teori Peran 
1.6.2 Konsep Human Security 
1.7 Metodologi Penelitian 
1.7.1 Tipe Penelitian 
1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 Batasan Materi Penelitian 
 Batasan Waktu Penelitian 
1.7.3 Variabel Penelitian dan Level Analisis 
1.7.4 Metode Pengumpulan Data  
1.8 Argumen Pokok 
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